
Menteri Perencrnaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
K}){TIUSAN MTNI-TRI PI]R}INCANAAN PI]MI]ANGIJNAN NASIONAL/

KIPAIA I]AI) N PIRI]NCANAAN P}]MI]ANGT]NAN NASIONAL
NOMOR KEP.11 1/M.PPN/I IK/o9 / 2O"IT1

fII\rI'ANG
pltMBltN'l'rrK^i..- M Jil.ts WALI AMANAT

DANA P[RWAI,IAN PI]RTII]AIIAN IK].IM INDONISIA,/
INDON}:SII CI,TM/1I:I; CI IANGI: 7RUS7' I'T]ND

MTIYI'IRI PIRI]NCANA^N P}]MI}ANGUNAN NASIONAI./
K 'AI.A I]ADAN PLR}]NCANN N P}]MI]ANGT]NAN NASIONAI..

Meninrbarr2; a. bahrva rlengan ditetapkannya Per.aturan Menter,i
Percncallaall Penrb:rngunan Nasional/Kepala Badan
lercncanaan Penrbangunan Nasional Nomor 12 Tahun
2O18 lenlang Pet'uhahan Kedlla Atas Peraturan Menteri
t-erencanaan l'embangunan Nasional/Badan
l'erencenaan ]'cnrbangrrnan Nasional Nontor 3 Tahr.rn

20 1 :i tentan8 Pembentukan Lenrhaga Wali Amanat f):lna
I'eru'alian Perul;ahan Iklinr Inclonesia / lndonesia t-lintate
Chattge Ttust Fund yang menambahkan sektor energr
banr dan terbamkan serta sektor kelautarl dan
perikanan, perlu rlidukung dengan penanrbahan anggota
A,lajelis Wali Anranat dalam rangka meningkatan
etektivitas tugas LerllbaSa Wali Amanat Dana Perwalian
I'elul;aharr Iklinr Indonesia / Inclonesia Cli rate L'hanqe
Ttttsl fittrLl,

b. bahn a pe.iabat clan personil yang namanya tercatltunl
dalanr lanrpilan Kcl]utusan ini dianggap marrrpu dan
nrenrenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan
tugas sebagai an&{ota Majelis Wali Amanat Dana
l'crrvaliarr I'clrLbahan lklim lndonesia / lndonesia C]inate
L-hatqe li'ust tu1t4

1 . Linclarrg-l Inilang Nonror I 7 Tahun 2OO3 telltang
Kcuarrgar.r Ne;qa ra (I.enrharan Negara Republik Indone.sra
'[ahrrn 2]t)()13 Nomoi' 4 7, Tambahau Lembaran Negala
Rcpuirlik lncionesra |Jonror 4286):

Merltintat

2. Llrrdang-Lturdang ...



2. Undang-Undang Norrrol I Tahun 2OO4 tentang
Pelbendahalaarl Ne8al'a (Lentbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nor.nor 5, Tarrbahan l*mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang-UndatrS Norllor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Peretlcanaan Pentbangunan Nasional (I€mbaran NeSara

Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nontor 104, Tanrbahan
Lembararl Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nonror 1,4 Tahrn 201,5 tentallg
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
AnSgaran 2016 (Lenlbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI5 Nonlor' 278, Tanrbahan l,embaran NeSam

Republik Irrdonesia Nonror' 5767);

5. Pelaturarl Pernerintah Nonror 1O Tahu'n 2017 tentang
Tala Cara Pengadaan Pinjarnan Luar Negeri darl
Penerinraan Hibah;

6. Peraturarl Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentanS
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Ne8ara;

7. Peraturan Presiden Nonrol 80 Tahun 201,7 tentanS Dana
Perwalian;

8. Peraturan Presiden Nolllor 7 Tahun 201,5 lentang
Penrbentukan dan Organisasi Kenlenterian NeSara;

9. Pelaturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2015 tentan8
Kementerian Pelerrcarraan Pembangunan Nasional;

10. Peratul'an Presiden Nonror' 66 Tahun 2015 tentang
Badan Pelencanaan Pembangunan Nasional,

sebaSainuna telah diubah denSan Peratumn Presiden

Nomol 2O Tahun 2OI6;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 3 Tahun 2073 tentang Pembentukan

Lentbaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklint
lndonesia/ lndonesia Clintate Change n'ust Fund

sebagaimana telah lreberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perencanaan Pentbangunan

Nasional/Kepala Baclatt Perencanaan Pembangunan

Nasional Nonlor l2 Tahun 2018;

12. Peratrrrarl Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasior.rallKepala Baclan Perencatraan Penrbangunan

Nasional Nolnor 4 'l'ahulr 201 6 tentanS Organisasi datr

Tata Kerja Kelnerltel'iall Perencanaan Pembangunan

Nasior.ral ...



Menetapkan

PI]R'fAMA

Kt.t)t'A

KETIGA

Nasional/Badarr Perencanaan Pembangunan Nasional
sebaSainlana telah diubah dengar.r Peraturan Merlteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2077;

13- Peraturan Merlteri Perencanaan Pentbangunan
Nasional/Kepala Baclan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nonror' 12 Tahun 2OI8 tentang Peubahan
Kedua atas Perattrrarl Menteri Perencanaarl
Pentbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Penrbar1gunan Nasional Nomor 3 Tahun 2O 18 tentang
Penlbentukarl Majelis Wali Anlanat Dana Perwalian
Perubalran Iklinr Inclonesia / Inclonesia Clintate Change

Tt'ust Fund;

MEMUTI.]SI(AN:

KEPUTUSAN MIMI]RI PERINCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KIPALA BADAN PERNNCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL ]TNTANG PEMBENTUKAN

MAJEI,IS WAI,I AMANA'I' DANA PERWALIAN PERUBAHAN

IICIM INDONISIA/ INDONESIA CI,IMATE CIIANGE TRL]ST

TAND.

Membentuk Majelis Wali Arlranat f)ana Perwalian Perubahan
lklinr lndonesia/ Indonesia Clinate Change Trust Fund, untuk
selanjutnya disebut MWA, dengan susunan keanS8otaan

sebagainrana tercalrtunl dalatrr lanrpiran keputusan ini.

Susunan keanggotaan MWA teldiri atas Ketua, Sekretaris,

dan Ang4ota.

MWA bertuSas:

a. menetapkan Pengelola Dana Allunat;

b. menetapkan kebijakan pelaksanaau proSram,

nlelaksanakan kegiatan dan mengelola dana seba&ainlana

disepakati dalam perjanjian hibah;

c. memilih dan nrenetapkan Direktur Eksekutif;

d. nrenetapkan rencarla kerja dan pen9ansSatan kegiatan

berkala;

e. nrenyusun laporatr keuangan Indonesia Clitnate Change

Trust funcl;

f. rnelakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah;

g. menreriutahkatt ...
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KTI,IMA
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KEDELAPAN

KESEMBII-AN

8. nrenrerintahkan penlbayatan Dana Perwalian kepada
pihak-pihak yang terkait; dan

h. nrelakukan proses penSadaan barang/ jasa.

Ketua MWA bertugas:

a. rnenrtasilitasi proses pengambilan keputusall MWA;

b. nrenandatangani surat/dokumen penetapan keputusan
MWA;

c. menyanrpaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan dana Indonesia Clinnte Change Trust Fund
kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan; dan

d. nlenetapkan Pedoman Tata Kelola.

Sekretaris MWA bertugas:

a. melakukan pengelolaan dokunien-dokumen dan
keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat
MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil

rapat MWA, dan nienrpublikasikan keputusan-keputusan
MWA;

b. r.nenyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan

oleh MWA;

c. nrengoordinasikarr penyusunan laporan lrmbaga Wali
Anranat Dana Perwalian Perubahan lklim
lndonesia/ Indonesia Cliruate Change Trust Fun$ dan

d. melaksanakan tl6as-tu8as kesekretariatan lainnya.

AngSota MWA bertugas memberikan masukan dan pendapat

dalanr pelaksanaan tuSas MWA sebagaimana dintaksud

dalarrr Diktunr KETIGA.

Dalanr hal ar188ota MWA berhalar.rgan tetap, MWA akan

nrenrinta Kementerian/Lembagallnstitusi terkait, untuk
nrernilih dan trengusulkart pettgganti.

PenSSanti sebagaintana rlimaksud dalam Diktum KETUJIIH

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaatl

Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Penrbangunan Nasional.

Dalam hal berhalangan sementara, anSsota MWA dapat

diwakili oleh anggota pengga n li.

AnSSota pengganti sebagaimana dimaksud dalanl Diktum

KESEMBILAN diputuskan oleh MWA.
KESEPI II,I II I

KESEBELAS : ...
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KESEBELAS

KEDUABELAS

KTIIIGABELAS

KI]T]MPATI]ELAS

KILIMARELAS

KEENAT\4BELAS

KITLUUHBELAS

An88ota pengganti sebagaimana dirnaksud dalam Diktum
KESEMBILAN ditetapkan dengan Keputusan Ketua MWA.

MWA nrenrbentuk Kelontpok Kerja dalant rangka
ruendukung tugas dan tanggung jawabnya.

Kelornpok Kerja sebagaimana dintaksud dalam DIKTUM
KEDUABELAS terdiri atas:

a. Kelonrpok Kerja I di bidang progranr dan kegiatan
strateSis dan inovatif untuk:

l. pengurangan emisi gas runuh kaca; dan

2. penin8katan ketahanan masyarakat terhadap
danrpak pentbahan iklirn pada sektor kehutanan dan
lahan gambut, industri, transportasi, Iintbah, dan
sektor lain sesuai arahan MWA.

b. Kelonrpok Kerja II di bidang prograr.n dan kegiatan
strateSis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan
masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada

sektor errergi baru dan terbarukan serta sektol' lain sesuai

arahan MWA; dan

c. Kelorlrpok Ke{a Ill di bidang proSram dan kegiatan
strateSis dan ir-rovatif untuk peningkal^n ketah^nan
nrasyarakat terhadap dar.npak perubahan iklim pada

sektor kelautan dan perikanan serta sektor lain sesuai

arahan MWA.

Kelompok Kerja sebagaimana dinulaud dalam DIKTUM
KETIGABELAS dikoordinasikan nlasing-nlasinS oleh salah satu

anggota MwA.

Koordinator Kelonrpok Kerja sebagairnana dinuksud dalam
DIKTUM KEEMPATBELAS menyanrpaikan laporan kerja
kepada Ketua MWA rrrelalui Sekretaris MWA.

Segala biaya yang diperlukan dalanr pelaksanaan tu8as MWA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Kenrerlteriarl PPN/Bappenas dan/ atau dana Indonesia

Clinnte Change n'ust Fund.

f)engan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Petencanaan Pembatrgunan Nasional Nomor

KEP.44lM.PPN/HK/ 107 / 20l6 tentarl8 Penlbentukan Majelis
Wali Anlanat Dana Perwalian Perubahan lklim lndonesia/
Indonesia Clintate Change Tt'ust Fund, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KLDELAPANBELAS : ..
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KEDELAPANBELAS : Keputusan ini lrrlaku sejak tanggal clitetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tan8Sal 14 September 2018

M}]NIERI PERENCANAAN PEMI}ANGUNAN NASIONAI,,,
Kf,PALA BADAN PERLNCANAAN PI]MI]ANGI.JNAN NASIONAL,

IIAMBANG P.S BROr)ONIGORO

rtd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z---
RR. Rita Erawati



SAI,INAN
Il\MPIRAN
KEPT]TUSAN MDNIIRI PPN/KTPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 1 1 /M.PPN/I IK/09 / 20 18
'IANGGA], 14 SEPIEMBf,R 2018

SLTSIJNAN KIANGGOT AN MAJELTS WAr.r AM NA'I
DANA P}]RWAI,IAN PI]RI.]BAIIAN IKI,IM INDON[SIA/

INDONI:SIA CLIMAT-b" C:IIANGI: 7R L/57' I'L/NI)

ll

A. KETUA

SEKRETARIS

MERANGKAP

KOORDINATOR
KELOMPOK KERJA r

c. ANGGoTA

Deputi Bidang Kemaritinran dan Sumber Daya Alam,
Kenlelltel iarl PPN/Bappenas.

Direktul Lingkungan
PPN/Bappenas.

Hiclup, Kementerian

1. Deputi Bidang Pendanaan Fembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian

Keuangan;

3. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan,

Kementerian Koordinator Bidang Petnbangunan

Manusia dan Kebudayaan;

5. Fabby Tumiwa, perwakilan dari organisasi

masyarakat sipil;

6. Shinta Widjaja Kantdani, perwakilan dati dunia
usaha;

7. Jatna Supriatna, perwakilan akademisi;

8. Head of L/K Climate ChanSe U it,

9. Anfuassador or Chatge d'alfaires Royal Danish

Entbassy,

70. Counsellor and Head ol' [)evelopntent Coolxtation
Get nnn Elnbassy,

1 I . Direktur Sunrber Daya EnerSi, Mineral, dan

PeItanlbarlSan, Kenlenterian PPN/ Bappenas;

12. Direktur ...



D. KELoMPOK KER,A

Salirmn sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukur.n,

-

12. Direktur Kelautan dan
PPN/Bappenas.

Pelikanan, Kenlerlterian

L Koordinatol Kelontpok Kerja I :

Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Koordinator Kelonrpok Kerja Il :

Direktur Surnber Daya Ener6i, Mineral, dan
Pertambangan, Kenlenterian PPN/Bappenas;

3. Koordinator Kelorrrpok Kerja Ilt :

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian
PPN/Bappenas.

M}]NIIRI P}]R}]NCANAAN PLMBANG T]NAN NASIONAI,/
KEPA]A I]ADAN PIR}]NCANAAN PEMB NGI]NAN NASIONAI,,

BAMB NG P.S. BRODJONIIGORO

trd

,.tlb-./ +r---
RR. Rita Erawati


